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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya
berkaitan dengan pembatalan hibah kepada anak angkat, dapat disimpulkan
sebagai berikut:

a. Ahli waris yang mengajukan permohonan pembatalan akta hibah dari
pewaris adalah tidak berlandaskan hukum, karena hibah hanya dapat
dicabut jika berkaitan dengan hibah orang tua kepada anak. Apabila
dengan adanya hibah tersebut ternyata terdapat ahli waris dari penghibah
yang dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan
dasar ketentuan pasal 210 KHI, bahwa hibah tidak boleh lebih 1/3 dari
seluruh harta benda penghibah, maka hibah kepada anak angkat tersebut
dikurangkan hingga tidak lebih 1/3 dari harta benda warisan tersebut.

b. Upaya hukum yang dilakukan oleh anak angkat untuk mempertahankan
harta yang diperoleh dari hibah orang tua angkatnya, yaitu mengajukan
permohonan peninjauan kembali atas pembatalan hibah tersebut. Hal ini
karena anak angkat tetap akan mendapatkan haknya atas harta warisan
orang tua angkatnya tetapi tidak sebagai ahli waris, karena anak angkat
tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dengan
mendapatkannya atas dasar wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih 1/3

dari seluruh harta warisan orang tua angkatnya.
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2. Saran

a.

Hendaknya hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma dari penghibah
kepada penerima hibah tersebut dipertimbangkan agar mendapat kepastian
bagi penerima hibah dari kemungkinan dicabut, karena hibah menurut
hukum Islam hanya dapat dicabut jika hibah orang tua kepada anak.
Apabila terdapat ahli waris yang dirugikan, tidak mengajukan permohonan
pembatalan hibah, melainkan berkaitan dengan batasan jumlah hibah.

Dibatalkannya hibah tersebut tentunya merugikan penerima hibah, untuk
itu hendaknya penerima hibah mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali pada Mahkamah Agung atas dasar dalam suatu putusan terdapat
suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana

pasal 67 huruf f UUMA.
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